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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana persekongkolan dan
manipulasi dalam tender yang mengakibatkan
persaingan usaha tidak sehat dan bagaimana
implementasi dari peraturan perundang-
undangan vyang ada dalam memberikan
hukuman terhadap pelaku yang melakukan
praktek persekongkolan tidak sehat dalam
tender proyek. Dengan menggunakan metode
penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan:
1. Pengaturan mengenai persekongkolan yang
tidak sehat secara tegas ditetapkan lewat
peraturan perundangan-undangan yaitu dalam
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat. 2. Implementasi
dari peraturan perundang-undangan ini dalam
mengatur iklim usaha yang sehat bukan hanya
memuat mengenai larangan-larangan, tetapi
juga dengan penegakkan hukumnya, serta
dibentuknya lembaga yang khusus menangani
masalah dan kasus Persaingan Usaha.

Kata kunci: Praktek persekongkolan, tidak
sehat, tender proyek

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pembangunan sarana dan prasarana
tersebut diatur dalam sebuah mekanisme,
dengan sistem yang dikenal dengan tender
proyek. Tender adalah salah satu mekanisme
yang harus dilewati untuk mendapatkan proyek
pengadaan barang maupun jasa di lingkup
pemerintahan. Secara yuridis, pengertian
tender dapat di lihat dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/lasa Pemerintah, vyang
kemudian diperbaharui dengan Peraturan
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Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Standar
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Secara Elektronik Dengan E-Tendering. Tender
diperluas artinya menjadi tata cara pemilihan
penyedia barang/jasa yang dilakukan secara
terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia
barang/jasa yang terdaftar dengan cara
menyampaikan sekali penawaran dalam waktu
yang telah ditentukan. Secara lex spesialis,
tender dipersamakan dengan pelelangan.?

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam
tender adalah memberikan kesempatan yang
sama bagi semua penawar, sehingga
menghasilkan harga yang seminimal mungkin
dengan hasil yang semaksimal mungkin.
Meskipun harga sangat minimal atau murah
bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan
pemenang dalam pengadaan barang atau jasa.*
Mekanisme penawaran tender menganut asas
yang sama praktek monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat yaitu asas keseimbangan.
Tiap pelaku usaha yang menjadi peserta tender
memiliki  kedudukan yang sama dalam
mencapai kepentingannya.5

Di Indonesia, persekongkolan tender
mengakibatkan kegiatan pembangunan yang
berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dikeluarkan secara tidak
bertanggung jawab dan pemenang tender yang
bersekongkol mendapatkan keuntungan jauh di
atas harga normal, namun kerugian tersebut
dibebankan kepada masyarakat luas.®Praktek
semacam ini kerap dilakukan, bahkan dari
beberapa kenyataan yang terjadi yang sempat
diketahui bahkan berakhir sampai ke meja
hijau.

Pemerintah Indonesia saat ini berusaha
mewujudkan penyelenggaraan negara vyang
bersih, sebagai upaya mewujudkan sistem
pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme, sehingga menimbulkan
kewibawaan di sektor lainnya terutama dalam
hal penegakan hukum. Hal ini penting untuk
dilakukan untuk menghindari kebocoran-
kebocoran dana pembangunan yang

*Mario A. Tedja, Persekongkolan Tender Dalam Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia,
Jakarta, 2013, him 5.

*Ibid.

®Ibid.

6”Persekongkolan Tender Pemerintah Kian Parah”, Suara
Karya, 17 Oktober 2001.
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diselewengkan yang merugikan kepentingan
umum, bahkan merugikan keuangan negara.
Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai
tindakan melawan hukum.

Salah satu upaya mewujudkan keinginan
tersebut, pemerintah menetapkan Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. Pembentukan peraturan ini
bertujuan agar pengadaan barang/jasa instansi
Pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif
dan efisien, dengan prinsip persaingan sehat,
transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil
dan layak bagi para pihak, sehingga hasilnya
dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi
fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi
kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan
masyarakat.’

Mengingat dampak yang ditimbulkan dari
tindakan persekongkolan tender sangat
signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional
dan iklim persaingan yang sehat, pengaturan
masalah penawaran tender tidak hanya diatur
dalam Undang-Undang tentang Pengadaan
Barang dan/Jasa, tetapi juga diatur dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat.

Bertolak dari kenyataan ini, maka penulis
merasa tertarik untuk mengangkat masalah
“Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan yang
Tidak Sehat dalam Tender Proyek menurut
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999” sebagai
tugas akhir dalam bentuk Skripsi untuk
mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada
Universitas Sam Ratulangi Manado.

B. Permasalahan

1. Bagaimana persekongkolan dan manipulasi
dalam tender vyang mengakibatkan
persaingan usaha tidak sehat?

2. Bagaimanakah implementasi dari peraturan
perundang-undangan vyang ada dalam
memberikan hukuman terhadap pelaku
yang melakukan praktek persekongkolan
tidak sehat dalam tender proyek?

7Keputusaln Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, bagian “Menimbang” Pasal 3 tentang Prinsip
Dasar Pengadaan Barang/Jasa.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian adalah metode kepustakaan, yang
bersifat yuridis normatif. Sebagai ilmu normatif,
“ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas
dalam membantu memecahkan persoalan-
persoalan hukum yang dihadapi masyarakat”?,
terkait dengan kenyataan yang ada bahwa
meskipun tidak dibenarkan namun masih saja
terjadi berbagai tindak persekongkolan dalam
dunia usaha khususnya adanya praktek
persekongkolan dalam proses tender proyek.
Oleh sebab itu perlu pemecahan dan jalan
keluar untuk dapat mengakomodir kepentingan
hukum para pihak vyang terkait dengan
mekanisme dan proses yang ada dalam tender
proyek.

PEMBAHASAN
A. Persekongkolan dan Manipulasi Dalam

Tender Yang Mengakibatkan Persaingan

Usaha Tidak Sehat.

Persekongkolan berasal dari kata dasar
sekongkol. Pengertian sekongkol adalah orang
yang turut serta berkomplot melakukan
kejahatan atau kecurangan dan sebagainya.’
Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang
larangan praktek monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat, menjelaskan dalam pasal 1
poin 8 bahwa persekongkolan atau konspirasi
usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan
oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain
dengan maksud untuk menguasai pasar
bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha
yang bersekongkol. Persekongkolan yang
dilakukan oleh para calon penyedia dapat
dikenakan  sanksi  berupa  pengguguran
penawaran, pencairan jaminan penawaran dan
disetorkan ke kas negara, serta diusulkan
pengenaan daftar hitam kepada Kuasa
Pengguna Anggaran.

Sejak  diberlakukannya  Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 ini, para pengusaha harus
lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian
yang berhubungan dengan penguasaan pasar
dan  menentukan  kerja sama  dalam
penanganan suatu proyek tertentu terlebih

8Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum
Normatif, Bayumedia, Surabaya, 2007, him. 52

Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka
(1994)
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apabila lagi proyek tersebut berasal dari suatu
tender yang dilakukan oleh suatu perusahaan
besar. Sebelum dikeluarkannnya UU Nomor 5
Tahun 1999, sering kali terjadi dimana dalam
suatu tender proyek besar dilakukan dengan
tidak transparan, artinya sebelum tender
dilakukan telah diketahui siapa yang bakal
menjadi pemenang  tender,  walaupun
pelaksanaan tender itu tetap dilaksanakan
dengan beberapa peserta tender, hal ini
mengakibatkan pelaku usaha yang bergerak
dalam bidang pemborongan proyek tersebut
merasa diperlakukan tidak jujur (unfair).
Keadaan ini dapat terjadi karena adanya
persekongkolan (conspiracy) diantara pemberi
borongan dan atau pelaku usaha pemborongan
tersebut.

Menurut Syarip Hidayat,'® persekongkolan
ini ditujukan untuk mengakibatkan tender
kolusif, artinya para pesaing sepakat untuk
mempengaruhi hasil tender demi kepentingan
salah satu pihak dengan tidak mengajukan
penawaran atau mengajukan penawaran pura-
pura.” Manipulasi tender adalah kesepakatan
antara para pihak agar pesaing memenangkan
suatu tender.” Kesepakatan ini dapat dicapai
oleh satu atau lebih peserta tender yang
sepakat menahan diri untuk tidak mengajukan
penawaran atau oleh para peserta tender yang
menyepakati satu peserta dengan harga lebih
rendah dan kemudian menawarkannya di atas
harga perusahaan yang direncanakan (dan
dinaikkan). Proses pelelangan dirancang untuk
meningkatkan keadilan dan menjamin bahwa
harga yang serendah mungkin yang diterima.
Manipulasi harga dalam suatu tender akan
menghancurkan proses kompetitif ini. Kasus ini
sering terjadi atas proyek-proyek pemerintah.
Praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)
dalam proyek pemerintah telah menimbulkan

10Syarip Hidayat, Artikel Hukum, Persekongkolan dalam
Tender — Studi Kasus di Indonesia, Amerika Serikat,
dan Kanada, 2008, dimuat dalam legalitas.org.

11Syarip Hidayat sebagaimana dikutib dari A.M. Tri
Anggraini, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
tidak Sehat: Perse lllegal atau Rule of Reason (Jakarta:
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 2003), him.303.

YIbid, sebagaiman dikutip dari Bank Dunia Washington
D.C., dan OECD Paris, Kerangka Rancangan dan
Pelaksanaan Undang-undang dan Kebijakan Persaingan,
him. 28.
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persaingan yang tidak sehat dalam usaha
memenangkan tender proyek tersebut,
persaingan yang tidak sehat ini membuka
peluang terjadinya monopoli orang atau
perusahaan tertentu dalam proyek-proyek yang
berkaitan dengan pemerintah dan pada
gilirannya merugikan masyarakat umum.**
Mekanisme manipulasi dalam tender sangat
beragam dan bervariasi, tetapi umumnya
termasuk dalam kategori berikut ini:"

1. Tekanan penawaran. Satu atau lebih
pesaing setuju menahan diri untuk tidak
mengikuti tender atau untuk menarik
penawaran yang telah diajukan sebelumnya
agar perusahaan lain dapat memenangkan
pelelangan itu. Pihak-pihak dalam
kesepakatan secara administratif atau
melalui pengadilan dapat menantang
penawaran perusahaan-perusahaan yang
bukan merupakan pihak dalam kesepakatan
atau dengan cara lain berupaya mencegah
mereka mengikuti lelang, misalnya dengan
menolak untuk mensuplai bahan-bahan
atau surat penawaran untuk sub kontrak.

2. Penawaran pelengkap. Perusahaan-
perusahaan yang bersaing sepakat diantara
mereka sendiri siapa yang seharusnya
memenangkan lelang dan kemudian setuju
bahwa yang lainnya akan mengajukan
harga-harga penawaran yang pura-pura
tinggi untuk menciptakan penampilan
persaingan yang bersemangat, atau
perusahaan-perusahaan yang kalah dapat
mengajukan harga-harga kompetitif tetapi
disertai dengan syarat-syarat lain yang tidak
dapat diterima.

3. Rotasi penawaran. Para pesaing bergiliran
menjadi pemenang lelang, sedangkan yang
lain mengajukan harga yang tinggi.
Perusahaan-perusahaan yang bersepakat itu

secara umum akan mencoba membuat tender-

tender dimenangkan secara merata oleh
masing-masing dari waktu ke waktu, pola rotasi
yang teratur merupakan petunjuk adanya
persekongkolan dalam tender tersebut. Pasal

Yibid sebagaimana dikutip dari Abdul Hakim G. Nusantara
dan Benny K. Harman, Analisa dan Perbandingan Undang-
undang Anti Monopoli: Undang-undang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Jakarta:
Elex Media Komputindo, 1999), him. 21.

Bibid.
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22 UU Nomor 5 Tahun 1999 mencakup
konspirasi tender, vyaitu suatu hambatan
persaingan yang seringkali dianggap sangat
serius. Jika hasil pengumuman tender
menguntungkan salah satu peserta yang
mengambil bagian, maka tender tersebut
secara tersirat mengandung pembatasan
persaingan harga.

Persengkongkolan tender terjadi apabila
pesaing menyepakati mempengaruhi hasil
tender untuk kepentingan salah satu pihak,
dengan cara tidak mengajukan penawaran atau
mengajukan penawaran yang pura-pura saja,
dengan penawaran harga tertinggi yang
terkoordinasi, yang mengharap bahwa kontrak
diberikan kepada penawar yang memasukkan
penawaran tertinggi. Perilaku tersebut biasanya
didasarkan pada harapan bahwa pihak yang
tidak mengikuti tender bersangkutan akan
mendapatkan giliran pada tender yang akan
datang berdasarkan kegiatan kolusif yang
dilakukan. Tender kolusif biasanya bermaksud
untuk meniadakan persaingan harga dan
menaikkan harga.

B. Penerapan Hukum atas Praktek
Persekongkolan Tidak Sehat dalam Tender
Proyek

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 secara
jelas dan tegas melarang adanya
persekongkolan tidak sehat, dan hal ini berlaku
pula dalam pelaksanaan tender proyek.
Undang-undang ini juga memuat mengenai
hanya penegakkan hukum ketika terjadi
pelanggaran terhadap apa yang ditentukan oleh
Undang-Undang ini. Mengenai hal ini diatur
dalam Pasal 30, yang menyatakan bahwa:

(1) Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-
Undang ini dibentuk Komisi Pengawas
Persaingan Usaha yang selanjutnya di
sebut Komisi."

Terhadap adanya tindakan persaingan usaha
yang tidak sehat dalam bentuk persekongkolan
untuk mengatur atau menentukan pemenang
tender, KPPU memiliki kewenangan dalam hal
penegakkan hukum.

Pengertian tender sebagaimana ditentukan
dalam penjelasan Pasal 22 dari UU Nomor 5
Tahun 1999 adalah tawaran untuk mengajukan

16Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

harga untuk memborong suatu pekerjaan,

untuk mengadakan barang-barang, atau untuk

mengadakan suatu jasa penerapan Pasal ini,
dapat diasumsikan bahwa persekongkolan
terjadi diantara para pelaku usaha.

Dalam proses sebuah tender atau disebut
juga pelelangan terdiri atas tahapan-tahapan,
yaitu Prakwalifikasi, Pengumuman pelelangan,
Penjelasan pekerjaan, Pembukaan tender,
Proses evaluasi tender, Penetapan dan
pembukaan pemenang."’

a. Tahap Prakwalifikasi adalah untuk
mengidentifikasi kemampuan dan ruang
lingkup  pekerjaan, maka diperlukan
prakwalifikasi badan-badan atau organisasi
seperti konsultan perencana, pengawas
maupun pemborong. ** Yang dimaksud
dengan kemampuan dapat dijabarkan
seperti modal kerja, jumlah tenaga ahli,
jumlah peralatan, pengalaman kerja dan
fasilitas kerja.' Sedangkan ruang lingkup
pekerjaan meliputi bidang-bidang keahlian
pekerjaan yang dikuasai oleh badan-badan
tersebut.”

b. Tahap Pengumuman Lelang.

Cara yang dipakai untuk mengumumkan
pelelangan  sebuah  proyek biasanya
memakai iklan di media massa yang
ditujukan kepada publik seperti misalnya
lewat surat kabar, majalah teknis profesi
dan sebagainya. Bila proyeknya bersifat
internasional, maka iklannya dibuat dalam
bahasa Inggris dan juga lewat bantuan
kedutaan asing yang ada.”*

C. Penjelasan Pekerjaan
Pertemuan ini diadakan untuk tatap muka
antara para peminat pekerjaan/calon
kontraktor dengan pihak pemilik. Dalam hal
ini  pemilik diwakili oleh konsultan
perencana. Biasanya untuk proyek-proyek
pemerintah rapat ini diselenggarakan oleh
panitia pelelangan. Pembicaraan berkisar
kepada dua bidang vyaitu bidang
administratif dan bidang teknis proyek.”

YDisarikan dari Keppres Nomor 80 Tahun 2003
18, -
Ibid
“Ibid
“Ibid
bid
Dpisarikan dari Keppres Nomor 80 Tahun 2003
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d. Pembukaan Tender, dapat dibedakan atas 2

jenis, vyaitu tender terbuka dan tender
tertutup.
Tender Terbuka adalah tender vyang
diumumkan kepada  publik, dimana
pekerjaan proyek tersebut dapat dikerjakan
oleh umum. Tentunya oleh badan-badan
yang sudah lulus prakwalifikasi. Biasanya
tender terbuka dilakukan oleh proyek-
proyek pemerintah dan perusahaan swasta
yang besar.” Tender tertutup adalah tender
yang dilakukan oleh beberapa badan yang
sudah dikenal dan memiliki kekhususan
tersendiri (keahlian khusus yang belum
dimiliki badan lain). Pemberitahuannya
lewat surat undangan atau secara lisan,
lewat telepon dan sebagainya.** Proyek
konstruksi dengan cara tender tertutup ini
banyak dilakukan oleh pihak swasta dan
pemerintah yang membangun proyek yang
sifatnya rahasia.
Pada hari yang telah ditentukan, semua
calon peserta membawa penawarannya dan
dimasukkan ke dalam kotak pelelangan yang
telah disediakan dan dilakukan sebelum
tender dibuka. Pada jam vyang telah
ditentukan dimana pemasukan surat-surat
penawaran dinyatakan ditutup, baru
masing-masing amplop penawaran dibuka
satu persatu dihadapan yang hadir. **

€. Pengumuman Pemenang Tender
Untuk proyek pemerintah, berdasarkan hasil
evaluasi diatas, maka Panitia pelelangan
menetapkan calon-calon pemenang yang
diusulkan kepada instansi yang berwenang,
yang kemudian menetapkan pemenangnya.

f. Dari hasil keputusan pemenang tadi, panitia
Pelelangan mengumumkan hasilnya. Bila
tidak ada sanggahan atau penolakan atau
apabila semua sanggahan telah dijawab
maka tugas panitia Pelelangan telah selesai.
Tahapan-tahapan inilah yang harus dilalui
dalam proses tender.

Mengenai sanksi hukum diatur dalam
Undang Undang No. 5 Tahun 1999 Bab VIII, baik
berupa sanksi administratif, pembayaran denda
maupun tuntutan pidana.

3bid
1bid.
Z1bid.
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Sanksi  berupa Tindakan Administratif

sebagaimana diatur dalam Pasal 47.

(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi
berupa tindakan administratif terhadap
pelaku usaha yang melanggar ketentuan
undang-undang ini.

(2) Tindakan administratif sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

a. penetapan pembatalan  perjanjian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan
Pasal 16; dan atau

b. perintah kepada pelaku usaha untuk
menghentikan integrasi vertikal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
dan atau

c. perintah kepada pelaku usaha untuk
menghentikan kegiatan yang terbukti
menimbulkan praktek monopoli dan
atau menyebabkan persaingan usaha
tidak sehat dan atau merugikan
masyarakat; dan atau

d. perintah kepada pelaku usaha untuk
menghentikan penyalahgunaan posisi
dominan; dan atau

e. penetapan pembatalan atas
penggabungan atau peleburan badan
usaha dan pengambilalihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
dan atau

f. penetapan pembayaran ganti rugi;

Pembayaran denda, pengenaan denda
serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp
25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah).

Lebih lanjut adanya sanksi pidana, yaitu
penjatuhan Pidana Pokok maupun Pidana
Tambahan yang pengaturannya sebagai berikut

Pidana Pokok diatur dalam Pasal 48

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4,
Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16
sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27,
dan Pasal 28 diancam pidana denda
serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00
(dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-
tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah), atau pidana kurungan
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pengganti denda selama-lamanya 6 (enam)

bulan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5
sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20
sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26
Undang-undang ini diancam pidana denda
serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (
lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp
25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah), atau pidana kurungan pengganti
denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41
Undang-undang ini diancam pidana denda
serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya
Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),
atau pidana kurungan pengganti denda
selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan diatur dalam Pasal 49,
dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, terhadap
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48
dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

a. pencabutan izin usaha; atau

b. larangan kepada pelaku usaha yang telah
terbukti melakukan pelanggaran terhadap
undang-undang ini untuk menduduki
jabatan direksi atau komisaris sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-
lamanya 5 (lima) tahun; atau

c. penghentian kegiatan atau tindakan
tertentu yang menyebabkan timbulnya
kerugian pada pihak lain.

Peraturan ini berlaku pula dalam hal tender
pada proyek-proyek pemerintah, baik itu dalam
hal pengadaan barang maupun jasa. Fakta
membuktikan bahwa dalam pelaksanaan
tender, sering kali terjadi kecurangan-
kecurangan vyang berupa persekongkolan.
Menurut Ayudha D. Prayoga, kegiatan
bersekongkol menentukan pemenang tender
jelas merupakan perbuatan curang, karena
pada dasarnya tender dan pemenangnya tidak
bisa diatur dan bersifat rahasia (walaupun ada
tender yang dilakukan secara terbuka). Sifat
rahasia ini terlihat pada dokumen penawaran
dimana sampulnya diberi perekat dan biasanya
tertulis “JANGAN DIBUKA SEBELUM WAKTU

PEMBUKAAN  PENAWARAN”  sebagaimana
diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003.%°

Proses tender harus memenuhi unsur
kerahasiaan dimana proses evaluasi dokumen
penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan
oleh panitia pengadaan secara independent.
Informasi yang berhubungan dengan penelitian,
evaluasi, klarifikasi, konfirmasi dan usulan calon
pemenang tender tidak boleh diberitahukan
kepada peserta tender atau orang lain yang
tidak  berkepentingan  sampai  keputusan
pemenang diumumkan. Setiap usaha peserta
tender yang berusaha mencampuri proses
evaluasi seharusnya diberikan sanksi berupa
penolakan dokumen penawaran peserta
tersebut.”’

Pelanggaran terhadap larangan
persekongkolan tender ini dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 diancam pidana
berupa denda serendah-rendahnya Rp
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan
setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua
puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan
pengganti denda selama-lamanya 5 (lima)
bulan.?®

Selain itu dengan menunjuk ketentuan Pasal
10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat
dijatuhi pula pidana tambahan berupa :

a. pencabutan izin usaha

b. larangan kepada pelaku usaha yang telah
terbukti melakukan pelanggaran
terhadap undang-undang ini untuk
menduduki jabatan direksi atau komisaris
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan
selama-lamanya 5 (lima) tahun.

c. penghentian kegiatan atau tindakan
tertentu yang menyebabkan timbulnya
kerugian pada pihak lain.”

Pengaturan larangan persekongkolan tender
dalam undang-undang dimaksudkan untuk
menegakkan aturan hukum dan memberikan
perlindungan yang sama bagi setiap pelaku
usaha di dalam upaya untuk menciptakan
persaingan usaha yang sehat. Undang-undang

26Mangaratua Naibaho, Persekongkolan Tender Barang /
Jasa Pemerintah dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak
Sehat di Kota Pematang Siantar di tinjaudari Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999, Tesis, Sekolah Pasca
Sarjana, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009,him.
?Ibid.

%Ibid.

*KUHPidana
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ini  memberikan jaminan kepastian hukum
untuk lebih mendorong percepatan
pembangunan ekonomi dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan umum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai persekongkolan yang
tidak sehat secara tegas ditetapkan lewat
peraturan perundangan-undangan vyaitu
dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Implementasi dari peraturan perundang-
undangan ini dalam mengatur iklim usaha
yang sehat bukan hanya memuat mengenai
larangan-larangan, tetapi juga dengan
penegakkan hukumnya, serta dibentuknya
lembaga yang khusus menangani masalah
dan kasus Persaingan Usaha.

B. Saran

1. Untuk menjaga ketertiban dan keteraturan
dalam dunia usaha terutama dalam hal
persaingan yang sehat, maka kesadaran
dari para pelaku usaha menjadi satu hal
yang sangat penting untuk menghindari
tindakan-tindakan yang merugikan pelaku
usaha lainnya, dan bahkan dapat memberi
preseden buruk bagi ekonomi pada
umumnya.

2. Penegakkan atas peraturan perundang-
undangan yang ada merupakan hal yang
penting untuk memberikan ganjaran bagi
pelaku persaingan usaha tidak sehat
terutama dalam hal tender proyek
pemerintah, dengan adanya efek jera akan
menjadi contoh bagi pelaku usaha lain agar
tidak melakukan tindakan serupa, hal ini
ditujukan untuk iklim usaha yang sehat di
Indonesia dijauhkan dari tindakan dan
praktek KKN.
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